
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

NOMOR • 4 TAHUN 2005 

TENTANG 

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKAPUAS 

Menimbang • a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Kependudukan dan 
Catatan Sipil dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan 
prin sif yang selu as-lu asnya, nyata dan bertan ggun g jawab, dipandang perlu 
mengatur masalah Kependudukan dan Catatan Sipil dalam wilayah 
Kabupaten Kapuas: 

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf a tersebut di atas, maka 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang 
Asing (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1953 Nomor 64): 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang 
Kependudukan dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551): 

3 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 113, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 1647): 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Ti ngkat 11 di Kai imantan (Lembaran Negara Republik I ndon esi a T ah un 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820): 

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Repu bl ik Indonesia Tahu n 197 4 N omor 1 , Tam bah an Lembaran 
Negara Nomor 3019): 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3475), 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang tentang PaJak Daerah dan 
Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana tel ah diubah 
dengan Un dang-Un dang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048): 

8 Un dang-Un dang N omor 39 T ah un 1999 ten tang Hak Asasi Man u si a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3886): 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, 
Tam bah an Lembaran Negara Nomor 4026): 

10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 



1enetapkan 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437):

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2004 Norn or 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nonnor 4438):

13. Staatblad Tahun 1920 Norn or 751 jo Staatblad Tahun 1927 Nomor 569
tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk
Indonesia Asli di Javva dan Madura;

14. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatblad Tahun 1936 Nomor 607
tentang Re glement Catatan Sipil untuk orang Indone sia Nasrani Jawa.
Madura dan Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa pulau-pulau
Teun, Nila dan Seram;

15 .Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139):

17Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2 000 tentang 
Kewenangan Kabupaten Kapuas. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
dan 

BUPATI KAPUAS 

MEMUTUSKAN 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL. 

BAB! 

KETENTUAN UMUJI 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas:
3. Bupati adalah Bupati Kapuas: 

TENTANG 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut
DPRD adalah Sadan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004; 

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Kapuas atau disebut dengan nama lain yang
menyelenggarakan kewenangan Daerah di Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil; 

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten: 

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usu I
dan adat isbadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten: 



8. Kelurahan ada lah w ilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daer ah 
K abupaten di bawah Kecamatan: 

9. Kepal a Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa: 
10. Lurah adal ah Kepala Kelurahan : 
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang d iberi tugas t ertentu sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku : 
12. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk 

secara syah serta bertempat tinggal diwil ayah Indonesia sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan: 

13. Penduduk Sementa ra adalah Warga Negara Indonesia yang ti ngal 
sementara paling lama 6 (enam) bu lan dan W a rga Negara Asing 
pemegang ij in t inggal terbatas d i w ilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia: 

14. Penduduk musiman adalah setiap warga negara Indonesia yang datang 
dari luar daerah serta bertempat ti nggal t idak terus-menerus di Kabupaten 
Kapuas. 

15. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mepunyai 
hubungan darah dengan orang l ain yang bertempat t inggal dalam satu 
rumah/bangunan dan te rdaftar dalam Kartu Keluarga: 

16. P indah / datang adalah perubahan tempat t inggal dari tempat lama ke 
tempat baru untuk menetap: 

17. T amu adalah orang yang datang ke dalam w ilayah suatu Desa / Kelu rahan 
tidak untuk menetap; 

18. Buku lnduk Penduduk / Buku l nduk P enduduk S ementar a adalah buku 
yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk 
sementara dalam w ilayah suatu Desa / Kelurahan: 

19. Surat Keterangan ada lah surat yang dikeluarkan o leh Kepal a Desa / 
Kepala Kelurahan mengenai data penduduk; 

20. Kartu keluarga yang selanjutnya d is ingkat KK a dalah kartu yang memuat 
data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga. 

21. Kartu Tanda Pen du du k yang selanjutnya dis in gkat KTP adalah kartu tanda 
bukti diri bagi setiap penduduk. 

22. Kartu Penduduk Musiman yang selanj utnya disingkat KPM adalah kartu 
sebagai bukti diri bagi set iap penduduk musiman dalam Daerah. 

23. Kartu O r ang yang selanjutnya dis ingkat KO adal ah kartu orang asing yang 
memuat data seseorang pendudukWarga Negar a Asing dan keterangan 
lainnya yang menyangkut dirinya. 

24. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya d isingkat N IK adalah nomor 
yang d ikeluarkan o leh Pemer intah u ntuk seseorang yang telah didaftar 
sebagai penduduk. 

25. Nomor lnduk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS 
adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseor ang yang 
telah d idaftar sebagai penduduk sementara . 

26. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk kelua r an sebagai hasil 
dari kegj atan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpu lkan 
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka 
pengawasan kepatuh an pemenuhan kewajiban terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku: 

28. Penyelenggaraan Administ rasi Kependuduk an dan Catatan Sipi l yang 
merupakan keselu ruhan aspek kegiatan , pendaftaran. pengolahan dan 
penyajian informasi kependudukan dan akta-akta Catatan Sipil termasuk 
penerbitan Nomor I nduk Kependudukan (N IK). Kartu Keluarga (KK). Kartu 
T anda P enduduk (KTP) dan surat-surat k eterangan kependudukan , 
pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas 
kelahiran , perka\l'Jinan . perceraian, kematian, pengangkatan anak, 
pengakuan dan penggesahan anak, perubahan status 
kewarganegaraan/ganti nama serta perubahan akta; 



29. Akta Catatan Sipil adalah akta otenti k y ang berisi catatan lengkap 
seseorang mengenai kelahiran. perkawinan. perceraian . kematian. 
pengakuan dan pengesahan anak , pengangkatan anak dan peru bahan 
nam a y ang diterbitkan dan dis impa n oleh Dinas K ependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagai dokumen negara; 

30. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikuti p dari akta catatan sipil dan 
merupakan alat bukti sah bagi diri y ang bersangkutan maupun pihak ketiga 
mengenai kelahiran. perkawinan . perceraian. kematian. pengak uan dan 
pengesahan anak. pengangkatan anak dan perubahan nama; 

31 . Kutipan Akta kedu a dan seterusny a adalah kutipan akta catatan sip ii yang 
kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil K abupaten Kapuas karena kutipan akta 
y ang asli (pertama) hilang , rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan 
surat keterangan dar i pihakyang berwajib; 

32. Sal inan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan 
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas atas 
permintaan pemohon: 

33. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Din as Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas mengenai sesuatu hal y ang 
berkaitan dengan tu gas pelayanan; 

34. Tanda bukti pelaporan adala h tanda bukti yang diterbitka n oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas atas pel aporan yang 
dilakukan W arga Negara Indonesia mengenai perkaw inan dan perceraian 
bagi y ang bukan Islam. kelahiran dan k ematian yang tel ah didaftarkan 
di Luar Negeri; 

35. Tanda bukti pungutan adalah tanda bukti y ang dit erbitkan oleh Din as 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas berupa / berbentuk 
kwitansi resmi memakai lambang / logo Pemerintah Kabupaten Kapuas; 

36. Spesifikasi adalah uraian tentang materi bahan baku . desai gn ukuran 
besaran , warna , ukuran tanda pengaman dan elemen data yang direkam 
dalam blanko. 

BAB I! 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasai 2 

Setiap Penduduk Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk : 

a. Bertempat ti nggal d i seluruh w ilay ah Republik Indonesia , termasuk di 
wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah; 

b. Sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan; 
c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan; 
d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai ketentu an peraturan perundang­

un dangW i yang berlaku dan adat-isti adat setempat; 
e. Memperoleh pelayanan y ang sama dan adil dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. pembangunan dan kemasyarakatan. 

Pasal 3 

Setiap PendudukWarga N egara Republik Indonesia maupun W ar ga Negara 
Asing mempunyai kewaj iban: 

a Menjunjung tinggi dan menghormati hukum, hak asasi manusia serta adat-
istiadat setempat; 

b. Memelihara dan menjaga keutuhan. kesatuan dan persatuan; 
c. Menerapkan prinsip di mana bumi dipij ak di situ langit dijunj ung; 
d. Menciptakan suasana y ang tenang, aman dan damai; 
e. Menjunjung tinggi semangat hormat - menghormati sesama warga, antara 

pemeiuk agama / kepercayaan; 
f . Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercavaan: 



g. Menjaga dan menghormati hak- hak orang lain; 
h. Menjauhi sikap dan peri laku yang bertentangan dengan agama, hukum dan 

adat-istiadat setempat 
i. Mematuhi, mentaati semua ketentuan hukum, peraturan perundang. 

undangan yang beriaku dan adat-istiadat setempat; 
j. Memiliki Akta Pencatatan Penduduk sesuai dengan ketentuan yang 

beriaku; 
k SP.tiA[l K P.[li=!IA KP.li1Ar!JA m P.mil iki K K SflSIJ Ai rlfln !)An kP.t P.nt11An yAn!J 

beriaku; 
I. Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan atau 

sudah pernoo kawin, memiliki KTP sesuai ketentuan yang beriaku. 
m. Mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perceraian, dan kematian yang 

terjadi atas diri atau keluarganya serta mendaftarkan diri kepada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dan melaporkan setiap mutasi data yang 
terjadi 

BABIII 
AKTA PENCATATAN PENDUDUK 

Pasal4 

(1) Setiap penduduk wajib merniliki Akta Pencatatan Penduduk. 

(2) Akta Pencatatan Pendud.lk sebagaimana dimaksud da lam ayat (1) terdiri 
dari 

a Akta Kelahiran; 
b. Akta Perkawinan; 
c. Akta Perceraian; 
d Akta Kematian; 
e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. 

BABIV 
KEWENANGANDANTANGGUNGJAWAB 

Pasal5 

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab dalam pelaksanaan kependudukan dan catatan sipil ci 
daorch . 

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil 
sebagaimana dimaksud ayat (1 ) meliputi: 

a Penerbitan Kartu Keluarga (KK); 
b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
c. Pemberian Nomor lnduk Kependudukan (NIK); 
d. Penerbitan dan Pencatatan Akta Kelahiran; 
e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan 

befagama Islam; 
f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan 

beragama Islam; 
g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian; 
h. Pencatatan Penerbitan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak; 



BABV 
PENDAFTARANPENDUDUK 

Bagian Pertama 
Kel a hiran 

Pasa! 6 

( 1) Set iap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tu anya ata u keluarganya 
atau kuasany a kepada Dinas Kepen dudukan dan Catatan Sipil, 
selambat-lambatny a: 

a. 60 ( enam puluh) hari kerja sejak tanggal k elahiran bagi yang tun duk 
p ada Staatb la d Tahu n 1917 Nom or 130 tentang Pen catatan 
S ip il 
G olongan T ionghoa yang tel ah diubah dengan Staatblad T ahun 1919 
Nomor 81, Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan S ipil 
Bagi Orang Indonesia yang tel ah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 
Nomor 564, Staatblad tahun 1933 Nornor 75 tentang Peri catatan Sipil 
Bagi Ban gsa indonesia Kr isten. Jawa. Madura dan Minahasa yang 
te lah diubah d engan Staatblad Tahu n 1936 Nomor 607 serta non 
Staatblad. " " 

b. 10 (sepuluh ) hari kerja sejak tanggal kelahira n, b agi yang tund uk pada 
Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil G olongan 

(2) Pelapor an kelahiran y ang meiebihi jangka w aktu sebagaiman a dimaksud 
ayat ( 1 ) h arus mendapat: 

a. Per setuju an Bupati , bagi yang tun duk pada Staatblad. Tah un 1920 
nomor 751 tentang Pencatatan S ipil Bagi Oran g Indonesia yang telah 
diu bah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 , Staatblad. 1933 
Nom or 75 tentang Pencatatan Sipil b agi Bangsa Indonesia Kristen, 
J awa, Madura dan Minahasa y ang telah diubah dengan Staatblad 
Tahun 1936 Nomor 607 serta non Staatblad. 

b. Putusan Pengadilan bagi yang tun duk pada Staatblad Tahun 1849 
Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatblad 
Tahun 191 7 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipi! Golongan Ti onghoa 
y ang tel ah d iubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81. 

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan 
data 

a. Surat Pengantar dari Lurah / Kepala Desa. diketahui Camat setempat. 
b. Surat K eterangan Kelahiran dar i Lu rah / Kepala Desa setempat. 
c. Surat Keter angan Kelahiran dari Dokter / Bidan yang m en olon g 

persalinan. 
d. Kartu / Buku Nikah / Akta Perkawinan orang tua. 
e. Dokumen lm igrasi orang tua bagi WNA. 
f . Foto copy KTP dan K K oran g tua . 
g. Pasport bagi WNA. 
h. P utusan dari Pengadilan . 

Pasal 7 

Pelaporan K elahiran sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 diterbitkan Akta 
Kelahiran. 

Pasal 8 

Kelahiran Penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib cfilaporkan orang tuanya atau 
keluarganya atau kuasanya kepada Din as Kependudukan dan Catatan Spi 
seteteh kembali ke Indonesia. 



Pasal 9 

(1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bu Ian usia kandungan waj ib 
dilapor kan kepada K epaia Desa / Kelurahan set empat. 

(2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1 ) diterbitkan Surat 
Keterangan Lahi r Mati. 

Bagian Kedua 
Perkawinan 

Pasal 10 

(1) Setia p perkawinan yang sah atau telah dilangsungkan menurut Hukum 
Agama yang bersangkutan w aj ib d ilaporkan kepada Bupati. 

(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
melampirkan data : 

a. Surat Pemberkatan / bukt i P erkawinan Agama 
b. Akta Kelah iran. 
c. Surat K eterangan dari Lu rah/ K epaia Desa . 
d. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Lu rah/ Kepaia Desa. 
e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI. 
f. Surat Ganti Nama dari Pengadilan Negeri 
g. Pas photo berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebany ak 5 (lima) lembar. 
h. 2 (dua) orang saksi y ang telah berusia 21 tahun ke atas . 
i. Akta Kelahiran Anakyang diakui / d isahkan . 
j Akta Per ceraian / Kematian j ika yang bersan gkutan telah pern ah 

menikah. 
k . ljin Komandan / Kepaia bagi anggota T entar a Nasional Indonesia (T NI ) 

atau Polisi Republik Indonesia (POLRI). 
I . Pasport 
m . Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian bagi WNA. 
n. Do kumen I migrasi bagi W NA. 
o. ljin Rekomendasi dari kedutaan / Perwakilan negara y ang 

bersangl-0.ltan . 

Pasal 11 

Pelaporan Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta 
Perkawina n. 

Pasal 12 

Pendu duk y ang m elaksanakan p erkawinan di lu ar negeri, w ajib melaporkan 
perkawinannya kepada Bu pati melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
setelah kembali ke Indon esia. 

Bagi an Ketiga 
Perceraian 

Pasal 13 

(1) Setiap percerai an yang sah atau telah men dapatkan Penetapan 
Pengadil an; y ang m empunyai kekuatan h ukum tetap waj ib dilap orkan 
kepada Dinas Kependu dukan dan Catatan S ipil 

(2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1 ) harus melampirkan 
data: 

a . Putusan Pengadilan Neger i / Pengadilan T inggi / Mahkamah Agun g 
tentang Penetapan Perceraian. 



b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam. 
c. Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. 
d. Akta Kelahiran. 
e. Surat Keterangan dari Lu rah I Kepala Desa . 
f. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Lurah / Kepala Desa. 
g Surat Ganti Nama dari Pengadilan Negeri. 
h . Pasport 
i. Surat T anda Mel apor Diri (STMD) dari kepoli sian bagi WNA. 
n. Dokumen lmigrasi bagi WNA. 
o. Surat dari kedutaan I Perwakilan negara y ang bersangkutan 

Pasal 14 

Pelaporan Perceraian bagi y ang bukan ber agama Islam diterbitkan Akta 
Perceraian dan memberikan Catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang 
bersangkutan. 

Pasal 15 

Penduduk y ang melaksanakan perceraian di luar negeri, waj ib melaporkan 
perceraiannya kepada Dinas Kepen du dukan dan Catatan Sipi l , setelah 
kembali ke Indonesia. 

Bagi an Ke em pat 
Kematian 

Pasal 16 

(1 ) Set iap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau k elu ar ganya 
atau ku asanya kepada Di nas Kependudukan dan Catatan Sipil , sei ambat­
lam batnya: 

a. 60 (enam puluh) hari kerj a tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada 
Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 ten tang Pen catatan S ipil G olongan 
T ionghoa yang telah diubah dengan Staatblad T ahun 1919 Nomor 81, 
Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang 
Indonesia y ang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 
564, Staatblad T ah un 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi 
Bangs a Indonesia Kristen, Jawa. Madura dan Min ah asa y ang tel ah 
diubah dengan StaatbladTahun 1936 Nomor 607 serta non Staatblad. 

b. 10 ( sepuluh) hari kerja tanggal kelahiran . bagi yang tunduk pada 
Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan 
Eropa. 

(3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan 
data : 

a Surat Keterangan K ematian dari Ru mah Sakit. 
b. Surat Keterangan K ematian dari Lurah I Kepala Desa setempat 
c. Foto copy KT P / KK yang dilegalis ir oleh Lu rah I Kepala Desa 

setempat. 
d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI. 
e. STMD dari Kepolisian 
f. Sur at Keterangan Keimigrasian (SK K) dari lmigrasi 
g D::)kumen lmigrasi bagi V\JNA 



Pasal 17 

Setiap pelaporan Kematian semagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
diterbitkan Akta Kem ati an dan memberikan Catatan p inggir pada Akta 
Kelahiran y an g bersangkutan. 

Pasal 18 

Seti ap kematian penduduk yang terjadi di luar n egeri, wajib d ilaporkan orang 
tuany a atau kelu arganya atau kuasanya kepada Din as Kepen dudukan dan 
Catatan Sipil, setelah kembali ke Indonesia. 

Bagi an Keli ma 
Pengakuan dan Pengesahan Anak 

Pasal 19 

(1 ) Setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. 

(2) P elaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) h arus melampirkan data : 

a. Penetapan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. 
b. Akta Kelah iran An ak. 
C Surat Keterangan dari Lu rah/ Kepala Desa. 
d. Foto copy KTP yan g dilegalisir oleh Lu rah/ Kepala Desa. 
e. Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. 
f. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dan kepolisian bagi WNA. 
g Surat Ganti Nama dari Pengadilan Negeri 
h. Surat Keterangan Keimigrasian ( SKK) dari I migrasi 
i Dokumen lmigrasi b agi WNA 

Pasal20 

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan Akta Pengakuan dan 
Pengesahan An ak dan memberikan Catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak 
yang ber sangkutan. 

Bagian Keenam 
Pengangkatan Anak 

Pasal 21 

( 1) S eti ap pengangkatan an ak y ang tel ah m endapatkan penetapan dari 
lnstansi berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berl aku, wajib dil aporkan oleh orang tu any a atau ku asany a kepada Din as 
Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan melampi rkan data• 

a. Penetapan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agun g 
b. Akta Kelahiran Anak . 
c. Surat Keteran gan dari Lurah / Kepala Desa 
d. F oto copy KTP / KK y an g dilegalisir oleh Lurah / Kepala Desa. 
e. Surat bukti kewarganegaraan Republ ik Indonesia. 
f. Akra Perkawinan Orang Tua. 
g Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian 
h. Surat Ketera ngan Keimigrasian (SKK) dari lmigrasi. 
i. Dd<umen lmigrasi bagi WNA 



(2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dicatat dan memberikan Catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak yang 
bersan gku tan 

Pasal 22 

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, waj ib 
dilaporkan kepada Din as Kependudukan dan Catatan Sipil, setelah kembali ke 
Indonesia. 

Bagian Ketujuh 
Pendaftaran Perpindahan 

Pasal 23 

(1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara w aj ib didaftarkan 
kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat. 

(2) Setiap perpindahan penduduk W NA dan Penduduk Sementara 
sebagaimana dimaksud ay at (1) sebelum mendaftarkan diri kepada 
Kepala Desa / Kel u rah an setempat w ajib melaporkan diri ke D inas 
Kependudukan dan Catatan Sipil guna penelitian terhadap surat - surat/ 
dokumen yang dimilikinya . 

Pasal 24 

(1) Setiap perpindahan penduduk Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 22 ayat ( 1) dicatat dalam Buku I nduk Penduduk dan B uku MutasJ 
Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani 
oleh Camat. 

(2) Khusus perpindahan penduduk W arga Negara Asing dan Penduduk 
Sementara ditentu kan sebagai berikut: 

a Perpindahan dalam Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang 
ditandatangani oleh Lu rah/ Kepala Desa atas nama Camat. 

b. Perpindahan keluar Daerah atau keluar negeri, diterbitkan Surat 
Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil. 

Pasal 25 

Perpindahan Penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan satu 
Desa / Kelu rahan, hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan 
tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah. 

Bagian Kedelapan 
Pendaftaran Kedatangan 

Pasal 26 

(1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan 
perpindahan di dalam atau dari luar Daerah wajib didaftarkan kepada 
Kepala Desa / Kelurahan dalam jangka'w aktu 14 (empat belas) hari kerja 
sejaktanggal Surat Keterangan Pindah. 

(2) Kedatangan P enduduk Warga N egara Asing atau penduduk sementara 
ke dalam Daerah. w ajib didaftarkan kepada kepada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil dalam jangka w aktu selambat-lambatnya 14 (empat 
belas ) hari ke~a sejak tanggal Surat Keterangan Pindah 



(3) Kedatangan penduduk dari luar Daerah baik WNI maupun WNA 
seb agajmana diatur pada ayat (1) dan (2) wajib terlebih dahu lu memenuhi 
persy aratan yang ditetapkan oleh Bupati . 

(4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaiman a dimaksud ayat (1) 
dan (2) proses penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati 

Pasal 27 

(1) Pendaftaran kedatangan Pen du dukWar ga Negara I ndonesia dicatat 
dalam Buku lnduk Penduduk setelah memenuhi sy arat - syarat sebagai 
berikut 

a. Surat K eterangan Pindah dan Surat Keterangan Pelaporan pendatang 
baru bagi WNI. 

b. Surat Keterangan Pin dah, Surat Keter angan P elapor an pendatang 
baru dan lzin Men etap dari Bupati bagi PendudukWNA dan Penduduk 
semen tar a. 

(2) Pendaftaran kedatan gan Penduduk S ementara dicatat dalam Buku I nduk 
Sem entar a dan diterbitkan S urat Keterangan Pen daftaran Pen duduk 
Sementara serta Surat Keterangan T empat Tinggal. 

Bagian Kesembilan 
Pelaporan Tamu dan Penduduk Musi man 

Pasal 28 

(1) Setiap T amu dan Penduduk Musiman W ajib Melaporkan diri di 
kelurahan/desa setemat selambat- lambatnya d alam jangka w aktu 14 
(empat belas) hari kerja sejaktan ggal kedatangan 

(2) Bagi T amu warga n egara Asing Sebelum melaporkan diri ke 
Kelurahan/Desa terlebih dahu lu waj ib melaporkan diri kepada Bupati. 

(3) seb agai bukti pelaporan kepada yang bersangkutan dibenkan 
a. su rat keteran gan tamu bagi tamu: 
b. kartu penduduk musiman bagi penduduk musiman: 

Pasal 29 

(1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki KPM. 

(2) KPM hams dimil iki 14 (empat belas) hari kerj a sej ak yang bersangkutan 
berada dalam Kabupaten Kapuas. 

(3) KPM berlaku selama 6 (en am) bu Ian dan dapat diperpanj an g. 

(4) KPM ditandatangani oleh Camat 

Bagian Kesepuluh 
Pelaporan Perubahan status Kependudukan dan 

Status Kewarganegaraan 

Pasal 30 

(1) Setiap perubah an status kependudukan Warga Negara Asing dan lzin 
Tinggal Seme ntara menjadi lz in Tinggal Tetap penduduk Warga Negara 
Asing w ajib melapor kan kepada Din as kependudukan dan Catatan Sipil, 
selambat-lambatny a dalam j angka waktu !4 (empat belas) ha ri kerja 
untuk memperoleh Surat Keterangan pendaf taran Penduduk T etap 
Nomor lnduk Kependudukan . Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal. 



(2) Surat Keterangan Pendaftaran Pen du duk Tetap sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat diberikan apabila Pen duduk S ementara y ang 
ber s angkutan tel ah mempero leh penetapan perubahan status 
kependudukan dari D irektur Jenderal l migrasi Departemen Hukum dan 
HAM 

Pasal 31 

(1 ) Setiap perubahan statu s Kewarganegaraan yang telah mendapat 
penetapan dari I nstansi y ang berw en ang, wajib dilaporkan kepada Dinas 
Kependudukan dan Catatan S ipil. 

(2) Kewaj iban pelaporan sebagaimana dimaksud (1), yang menerbitkan Surat 
Keterangan Perubahan Status K ewarganegaraan serta Surat Keterangan 
Pelaporan Warga Negara Indonesia yang kar ena ketetapan Undang­
Un dang men dapat Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

(3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan 
sebagaimana dimaksu d pad a ay at ( 1) dan (2). dan m enerbitkan Surat 
Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan 
Pelaporan W arga Negara Republik Indonesia. 

(4) Perubah an status kewarganegaraan y ang telah dilaporkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ). ( 2) dan (3) diterbitkan KK dan KTP. 

Bagian Kesebelas 
Pendaftaran Mutasi Biodata 

Pasal32 

(1 ) Setiap Mutasi Bi odata waj ib didaftarkan kepada Lu rah melalu i Ketua RW / 
RT. 

(2) Pendudukyang mengalami Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) w aj ib meiaporkan kepada Din as Kependuduk dan Catatan S ipi!. 

Pasal 33 

(1) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi pendudukWNi dan W NA dicatat dalam 
Buku ln duk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk. 

(2) Mutasi Bio data bagi penduduk WNI dan WNA y ang telah dicatat 
sebagaiman a dim aksu d pada ayat (1 ) diterbitkan KK dan atau KTP serta 
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bag; WNA 

(3) Pendaft aran Mutasi Biodata b agi Pen duduk Sementara dicatat dalam 
Buku ln duk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara. 

(4) Mutasi Biodata bagi penduduk Sementara y ang telah cficatat 
sebagaiman a dimaksud ayat (3) dit erbitkan Surat Keterangan 
Pendaftaran Pendu duk Sementara. 

Bagian Keduabelas 
Penelitian Persyaratan 

Pasa!34 

( 1) Kecamatan berwen ang mel akukan peneliti an atas keabsahan dokumen 
kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pen daftaran 
penduduk. 



(2) Berdasarkan kew enangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kecamatan 
dapat me min ta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau I nstan si 
lain. 

BABVI 
NO MOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN 

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEMENTARA 

Pasal 35 

(1 ) Setiap pendudukwaj ib memiliki NIK. 

(2) NIK diber ikan kepada seseor ang sejak y ang bersangkutan didaftar 
sebagai penduduk di Daerah. 

(3) NIK berlaku seumur hidup dan tidak dapat diper gunakan oleh penduduk 
lain. 

(4) N IK dicantumkan dalam KK, KT P. Kartu NIK dan Surat Keteran gan 
Kependudukan lainnya. 

Pasal 36 

(1) Setiap penduduk sementara wajib memiliki NIKS. 

(2) NIKS ber laku selama yang bersangkutan berstatus sebagai pen duduk 
sementara. 

(3) NIKS dicantumkan dalam Surat K eterangan Pendaftaran Penduduk 
Sementar a, Su rat Keterangan T empat Tinggal dan Sur at Keter angan 
Kependudukan lainny a yang terkait dengan pendaftaran penduduk . 

BABVII 
KARTU KELUARGA, KARTU T ANDA PENDUDUK 

DAN KARTU ORANG 

Pasal 37 

(1) Setiap Kepala Kelurga Waj ib memiliki KK. 

(2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan semua angggota keluarga. 

(3) KK terdin dan KK WNI dan KK WNA 

(4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya har us dibuat 
terpisah antara KKWNI dan K KWNA 

Pasal 38 

KK ditandatangani oleh Kepala keluarga, Lurah / Kepai a Desa , dik etahui 
Camat dalam rangkap 4 (empat) dan dibenkan masin g-masing untuk • 

a. Kepala Keluarga (lembar pertama). 
b. Ketua RT (lembar kedua) 
c. Kepala Desa / Lurah (lembar ket iga) 
d. Cam at (I embar keempat) 

Pasal 39 

( 1) KK y ang ru sak, hilang dan atau terjadi perubahan data, harus diganti 
dengan yang baru . 



(2) K K yang hilang harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang (STLH) 
dari Kepolisian setempat untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru / 
duplikat 

Pasal 40 

(1) S etiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tah un atau 
sebeiumny a telah kawin dan atau pern ah kawin , wajib memiliki KT P 
setelah memenuhi persyaratan y ang ditetapkan dan membawa KTP 
tersebut kemana saja yang bersangkutan bepergian. 

(2) S elic:1p perrllulluk t1c:1r1 yc:1111err1il iki 1 (~c:1lu) k.TP. 

(3) KTP W arga Negara Indonesia diberi keterangan W NI, K artu Tan da 
P en dudukWarga Negar a Asing diberi keterangan W NA. 

(4) K ewajiban m emiliki KTP seb agaimana dimaksud pada ayat (1) diuru s 
selambat- lambatny a dalam jangka waktu 14 ( empat belas) hari kerja , 
sejak y ang bersangkutan menjadi p enduduk dan atau telah beru sia 17 
(tujuh belas) tahun atau sebeiumnya telah kawin 

(5) K ewaj iban memili ki KTP y ang melebihi jangka w aktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah 
setelah mendapat persetujuan Camat. 

Pasal 41 

(1) KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati 

(2) KTP berlaku 3 (t iga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan 
KTPyang baru. 

(3) KTP yang telah habis masa berlakunya, daiam jangka waktu 14 (em pat 
belas) hari kerja, yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada 
Lurah / Kepala Desa dan kepadanya d iberikan KTP yang baru 

(4) KTP yang rusak, hilang dan atau terj adi perubahan data, harus diganti 
dengan y ang baru. 

(5) KTP yang hilan g harus segera dilaporkan kepada Kepoiisian setempat 
dan kemudian diganti dengan y ang baru . 

(6) K ewajiban melaporkan kembali yang melebihi jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) , proses penyelesaiaanya dilaksan akan oleh Lurah 
/ Kepala Desa setelah mendapat pe rsetuj uan Camat 

Pasal 42 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang teiah berusia 60 (enam puluh) 
tahun ke atas diberikan KTP yang berlaiuiAseumur hidup . 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya beriaku bagi WNI 
yang bertempat tinggal tetap. 

Pasal43 

(1) S etiap pendudukWNA y an g telah terdaftar di P emerintah Daerah dibuat 
Kartu Orang. 

(2) Kartu Orang memuat data dan perubahan data WNA serta disimpan oleh 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi l 

Pasai44 

Kartu penduduk musiman ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati. 



BAB VIII 
PENGELOLAAN DATA, PELAPORAN DAN PEMBATALAN 

Bagian Pertama 
Pengelolaan Data 

Pasal45 

Data Kependudukan merupakan dokumen Pemenntah yang harus dipelihara 
dan dilindungi 

Pasal46 

Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoieh dan 
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan 

Pasal47 

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

Pasal48 

(1) Data kependudukan yang diperoieh dari hasil penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Din as Pendudukan dan 
Catatan Sipil 

(2) Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil melaksanakan proses pengolahan 
data kependudukan dengan Sistem Administrasi Kependudukan 

Bagian Kedua 
Pel aporan 

Pasal49 

(1) Lurah / Kepala Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk 
kepada Camat setiap bulan. 

(2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Din as 
Pendudukan dan Catatan Sipil setiap bulannya 

Bagian Ketiga 
Pembatalan 

Pasal 50 

(1) KK, KTP, Kartu NIK, KTP Musiman dan Surat Keterangan yang didapat 
tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan daiam Peraturan Daerah 
ini, dapat dicabut dan atau dibatalkan. 

(2) Pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud 
ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
berdasarkan usul / pertimbangan dari Camat dan Kepala Desa / 
Kelurahan. 



BABIX 
PENGENDALIAN 

Pasal 51 

( 1) Setiap orang yang datang dan atau berku nju n g ke Daer ah wajib 
mematuhi administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan 
pendaftaran dan pengendalian pen du duk 

(2) Untuk memenuhi maksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan langkah-langkah • 
a Pendaftaran Pendatang 
b. Pengawasan Pendatang 

Pasal52 

( 1) Dal am melaksanakan pen data an pen duduk pendatan g, Din as 
Kependudukan dan Catatan Sipil membenkan pelayanan administrasi 
berupa daftar isian yang memuat, maksud kunjungan. yang wajib diisi dan 
diserahkan kepada petugas pelayanan di Pelabuhan Kedatangan 

(2) Pendatang yang bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Kapuas hams 
melengkapi syarat - syarat sebagai beri kut 
a Surat Pindah dari Lurah yang diketahui Camat daerah asalnya 
b. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian daerah asalnya. 
c. Surat lzin Orang Tua bagi yang belum kawin. 
d. Surat Kawin. 
e. Surat Duda/ Janda. 
f. Surat Panggilan Kerja, apabiia perusahaan yang bersangkutan 

memanggilnya 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah • 
a Penduduk Kabupaten Kapuas 
b. Anak di bawah umur yang di dam pin gi ol eh orang tuanya / wait 
c. WNA yang datan g dari pel abuh an Indonesia Iain nya 

(4) Bupati membenkan pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) 
kepada pen datan g tertentu. 

Pasal53 

(1) Perusahaan atau agen pengangkutan, berkewajiban memberitahukan 
kepada cal on penumpang yang akan rritefnbeli tiket ke Kabupaten Kapuas 
adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk Kabupaten 
Kapuas, beserta resiko ditolak dan dipulangkan jika penumpang tersebut 
tidak memenuhi persyaratan 

(2) Pendatang yang tidak memenuhi persyaratan masuk Kabupaten Kapuas, 
dipulangkan perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa 
penumpang tersebut dan apabila tidak ada lagi pengangkutan pada han 
itu, ditampung sementara di wisma transit sampai ada pengangkutan ke 
pelabuhan pemberangkatan semula 

(3) Setiap perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penumpang 
ke Kabupaten Kapuas, bertanggungjawab dan berkewajiban untuk 
membawa kembali atas biaya sendiri, jika temyata ada penumpang yang 
tidak memenuhi persyaratan dan ditolak masuk ke Kabupaten Kapuas 
dan harus dikembalikan ke tempat / pelabuhan dari mana dia datang 



Pasal54 

Berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan pendatang diklasifikasikan • 

a Kunjungan sebagai wisatawan. 

b. Kunjungan biasa yang terdiri dari 

1. Kunjungan keluarga; 
2. Kunjungan Kedinasan / Bisnis; 
3. Kunjungan Transit; 
4. Kunjungan Berobat 

c. Kunjungan sebagai pencari kerja 

Pasal55 
(1) Setiap pendatang yang berkunjung sebagai wisatawan, Pemerintah 

Daerah memberikan kemudahan berupa pemberian informasi yang 
dibutu hkan nya 

(2) Dalam rangka pemberian pelayanan informasi, Pemerintah Daerah 
mengkoordinasikan dengan agen perjalanan yang ada 

Pasal56 
(1) Setiap pendatang yang melakukan kunjung keluarga, diberikan waktu 

kunjungan selama 15 (lima belas) hari atas jaminan keluarga yang 
memiliki domisili yang tetap, dan melaporkan diri kepada Ketua RT/RW 
dan Lurah/Kepala Desa setempat 

(2) Batas waktu kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat 
diperpanjang oleh Lurah / Kepala Desa atas permohonan keluarga 
penjamin 

Pasal57 
Setiap pendatang yang melakukan kunjungan / keperluan kedinasan, bisnis 
dan lain-lain hams memperlihatkan formulir surat yang berhubungan dengan 
tuj uan kun ju ngan pendatang 

Pasal58 

(1) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari 
kerj a haru s mempu nyai j ami nan dari kel uarga yang memi liki domi si Ii tetap 
dan wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/ RW dan Lurah / Kepala 
Desa 

(2) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari 
kerja harus menyerahkan uang jam in an sebesar ongkos pulang ke 
daerah asal dan menunjukkan biaya hidup untuk sedikit-dikitnya 15 (lima 
belas) hari, apabila tidak menyerahkan uang jaminan, Lu rah / Kepala 
Desa berhak menolak pendatang tersebut. 

(3) Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini belum mendapat 
pekerj aan dan atau bi aya h idu p tel ah h abis, Lu rah / Kepala Des a berhak 
memulangkannya ke daerah asal atas biaya pendatang 

Pasal59 

Terhadap pendatang yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 
57 dan Pasal 58, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhak melakukan 
u paya paksa u ntuk memu langkan pendatang ke daerah asalnya 



Pasal60 

(1) Sadan hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang mengirim tenaga kerja 
ke daerah wajib memberikan jaminan berupa • 
a Jamin an kerja dari perusahaan. 
b. Biaya hidup, sebelum bekerja dalam waktu tertentu 
c. Biaya pemulangan ke daerah asal. 
d Tempattinggal sementara sebelum mendapatkan pekerjaan. 

(2) Apabila Sadan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja tidak dapat 
memperlihatkan dokumen yang sah dan memberikan jaminan berupa 
kewaji ban sebagaimana dimaksu d dal am ayft. ( 1), Bu pati berh ak men ol ak 
kedft.an gan pen dft.an g pencari kerj a" 

Pasal 61 

(1) Bupati dapat melaksanakan razia KTP dan atau surat kependudukan 
lainnya dalam Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat 
melakukan tindakan pemulangan pendft.ang yang tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan 

BABX 
SPESIFIKASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

Pasal62 

(1) Spesifikasi blanko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta 
Catft.an Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lamps ran Peraturan 
Daerah ini 

(2) Lampiran sebagaimana tersebut ayft. (1) merupakan satu kesft.uan yang 
tidak terpisahkan dari Perft.uran Daerah ini. 

Pasal63 

Ben tu k blan ko doku men kepen du du kan lai nnya sebagai pelaksan aan 
Perft.uran Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupft.i 

BABXI 
SlRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 64 

(1) Struktur dan besarnya tar if ditetapkan sebagai berikut 

1. Penerbitan Kartu I ndentitas diri kependudukan melipuii 
a Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

U~kWNI. ~ 
UntukWNA ................................................ Rp 
Blangko Kartu Tanda Penduduk (Manual) 
- UntukWNI ............................................. Rp 
- Untuk WNA.. Rp 

b. Kartu Keluarga 

15.000,-
150.000,-

3.500,-
20.000,-

UntukWNI. Rp 7.500,-/set 
UntukWNA ................................................ Rp 40.000,-/set 

c. Kartu Nomor I nduk Kependudukan (NIK) 
UntukWNI .................................................. Rp 5.000,-
UntukWNA.. Rp 50.000.-



No 
1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

d. Kartu I ndentitas Pen du du k Mu siman (Kl PEM) 
UntukWNI ............................................... Rp 75.000,-
Untuk WNA . Rp 150 000,-

e. Surat keterangan belum pernah nikah ............... Rp 10 000,-

f. Surat keterangan ahli waris .............................. Rp 25.000,-

g Surat keterangan pen ggantian nama ................ Rp 25.000,-

h. Salinan ganti nama .. 

i. Su rat ketarangan kelah iran .. 

j Surat katerangan kematian .. 

Rp 25.000,­

Rp 5.000,­

Rp 5.000,-

k. Surat keterangan lahir / mati .............................. Rp 5.000,-

1. Surat keterangan pindah antar Kecamatan 
dalam Daerah dan keluar Daerah dalam 
Propinsi Kalimantan T engah . Rp 5.000,-

m. Surat keterangan pin dah keluar Propinsi 
Kalimantan Tengah .......................................... Rp 5.000,-

(2) Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Catalan Sipil 

Jenis Al-0:a WNI WNA 
2 3 4 

Akta Kelahiran um um dan Dispensi Rp 10.500,00 Rp 19.500,00 

- Anak I dan II Rp 13.000,00 Rp 39.000,00 
- Anak 111 dan seterusnya 

Akta Kelahiran Teri am bat Rp 19.500,00 Rp 52.000,00 
- Anak I dan II Rp 26.000,00 Rp 75.000,00 
Anak 111 dan s eterusnya 

Akta Perkawinan u mum Rp 32.500,00 Rp 52.500,00 

- Di Kantor Rp 65.000,00 Rp 90.000,00 

- Di Luar Kantor 

Akta Perkawinan Teri am bat Rp 45.000,00 Rp 90.000,00 

- Di Kantor Di Luar Kantor Rp 90.000,00 Rp 150.000,00 

Akta Perceraian um um Rp 32.500,00 Rp 65.000,00 
Akta P erceraian Teri am bat Rp 60.000,00 Rp 100000,00 

Akta Kematian Rp 13.000,00 Rp 26.000,00 

Akta Pengakuan Anak Rp 39.000,00 Rp 78.000,00 

Akta Pengesahan Anak Rp 32.500,00 Rp 65.000,00 

Akta Pengangkatan Anak Rp 32.500,00 Rp 78.000,00 
- Umum Rp 40.000,00 Rp 100000,00 
- Terlambat 

Pem buatan Catatan Pinggir Rp 15.000,00 Rp 50.000,00 
- Perubahan Nama Rp 25.000,00 Rp 75.000,00 
- Perubahan Kewarganegaraan Rp 15.000,00 Rp 50000,00 
- M utasi data lainnya 



1 2 3 
9 Surat Keterangan Catatan Sipil (SKKL dan Rp 1 O .000 ,00 

Keterangan lainnya) 

1 o T and a buKti peiaporan WN I m engenai 
Kelahiran. 
perKawina n, perceraian da n Kem ati an yang terj adi 
di Luar N egeri : 
- Umum Rp 15.000,00 

20.000,00 - Terlambat Rp 

11 Kutipan Kedua: 

- AKta Kelahiran 
- AKta PerKawinan 
- AKta Percerai an 
- AKta Kem atian 
- AKta PengaKuan AnaK 
- AKata Pengesahan AnaK 
- AKta PengangKatan AnaK 

12 s alinan AKta : 

- AKta Kelahiran 
- AKta PerKawinan 
- AKta Perceraian 
- AKta Kem atian 
- AKta PengaKuan AnaK 
- AKta Pengesahan AnaK 
- AKta PengangKatan AnaK 

13 Legislasi fotocopy dan salinan aKta dan 
surat 
KependuduKan lainnya 

14 P encatatan P erkawi nan pad a hari Ii bur nasional: 

- Umum 
- Terlambat 

15 P erbaiKan AKta Catalan Sipil Karena Putusan 

P engadilan N egeri 

Rp 32 .500 ,00 
Rp 39 .000 ,00 
Rp 40 .000 ,00 
Rp 13.000,00 
Rp 39 .000 ,00 
Rp 39 .000 ,00 
Rp 39 .000 ,00 

Rp 32 .500 ,00 
Rp 39 .000 ,00 

Rp 39 .000 ,00 
Rp 13.000,00 

Rp 39 .000 ,00 
Rp 39 .000 ,00 
Rp 39 .000 ,00 

Rp 5.000,00 

75.000,00 

Rp 100.000,001 

Rp 35 .000 ,00 

16 P engesahan Pe~anjian Perkawinan Rp 1 o .000 ,00 

17 AKta lji n Kaw in Rp 1 o .000 ,00 

16 ReKomendasi Pencatatan Per-Kaw in an di Kantor Rp 10.000,00 

UrusanAgama (KUA) 

19 s urat ljin P encatatan Perkawinan di Luar Daerah 

20 Surat ljin P encatatan Ke Pem uKa Agam a Non Islam 

untuK pelaKsanaanm perkawinan 

21 pengum um an Perkawinan di Luar Daerah 

Rp 10.000,00 

Rp 10.000,00 

Rp 5.000,00 

4 

Rp-

Rp­
Rp-

Rp 65.000,00 
Rp 78.000,00 
Rp 80.000,00 
Rp 26.000,00 
Rp 78.000,00 
Rp 78.000,00 
Rp 78.000,00 

Rp 65.000,00 
Rp 78.000,00 

Rp 78.000,00 
Rp 26.000,00 

Rp 78.000,00 
Rp 78.000,00 
Rp 78.000,00 

Rp 10.000,00 

Rp 150.000,0 
Rp 200.000,0 

n 
Rp 50.000,00 

Rp 35.000,00 

Rp 35.ooo,oo 

Rp 35.000,00 

Rp 35.000,00 

Rp 35.000,00 

Rp 20.000,00 



1 

22 
2 3 4 

Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri Kuala 

Kapuas untuk: 
-

-

-
-
-
-

Pencatatan Perkawinan yang terlambat Rp 5 000,00 Rp 20.000,00 
pelaporannya 
Pencatatan Kematian yang terlambat Rp 5 .000,0 Rp 20.000,00 

pelaporanny.3 
P enetapan Perceraian Rp 5 .000,0 Rp 20.000,00 
Penetapan Pengangkatan Anak Rp 5 .000,0 Rp 20.000,00 
Penetapan Pengakuan Anak Rp 5 .000,0 Rp 20.000,00 
Penetapan / Keputusan tentang kete~am batan Rp 5 .000,0 Rp-

pelaporan kelahiran, per-kawinan, perceraian, 
kemati-an yang te~adi di luar negeri 

(3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah 
Kabupaten Kapuas 

( 4) Seti ap pungutan disertai tanda bu kti pen eri maan yang sah. 

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal65 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 
29 ayat ( 1) dan/ atau Pas al 40 ayat ( 1), di pi dan a dengan pi dana ku ru ngan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2. 500. 000,­
( dua juta Ii ma ratu s ribu rupiah) 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran 

BAB XIII 
KETENlUAN PENYIDIKAN 

Pasal 66 

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repubiik Indonesia yang 
bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud 
Pasal 65 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daer ah yang pengan gkatannya 
ditetapkan sesuai Peraturan Perundang.Undangan yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah: 

a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berken aan dengan ti ndak pidan a dibidang retri bu si daerah agar 
keterangan atau laporan tersebufmehjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
seh ubu ngan dengan tin dak pidan a retri bu si daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
seh ubu ngan dengan tin dak pidan a dibidan g retri bu si daerah; 

d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan ti ndak pidana retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledanan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembu ku an, pen cat at an dan doku men-dokumen Iain, serta mel aku kan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka pelaksanaan tugas 
penyidkan tindak pdana retribusi daerah; 



g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ru angan atau tempat pada saat pemeriksaan sedan g berlan gsu ng dan 
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e: 

h .memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi 
daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi: 

j menghentikan penyidikan: 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk keiancaran penyidikan tindak 

pidana retribusi daerah menu rut hukum yang bertanggung jawab 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidan a yang berlaku . 

BAB>OV 
KETENTUAN PERALI HAN 

Pasal67 

Kartu T anda Penduduk (KTP), Kartu Keiuarga (KK) dan Dokumen 
kependudukan lainnya yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhimya 
masa berlakunya dan atau disesuaikan menurut ketentuan Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal 68 

Bentuk-bentuk formulir dan surat keterangan kependudukan yang dibuat dan 
atau dikeluarkan oleh RT/RW, Desa/KjiAirahan dan Kecamatan yang ada, 
tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan menurut ketentuan Peraturan 
Daerah ini. 

BAB XV 
KETENTUAN PENLmJP 

Pasal69 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi 

a Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Norn or 4 Tahun 1987 tentang Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka 
pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diubah pertama dengan 
Peratu ran Daerah Kabu paten Kapu as Norn or 3 Tahu n 1991 . 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Retribusi Biaya Cetak dan Akta Catatan Sipil 

Pasal70 

(1) Khusus pelaksanaan ketentuan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
Kartu Keiuarga (KK), Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil menurut 
Pera tu ran Daer ah in i dilakukan bertahap tetapi selambat­
lambatnya 3 (tiga) tahun telah berlaku efektif untuk seluruh wilayah 
daerah. 



(2) Bupati menetapkan wilayah Kecamatan yang telah siap dalam 
pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan 
ketersediaan peralatan dan prasarana pendukungnya termasuk Sumber 
Daya Manusia (SDM) pelaksana 

Pasal 71 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati 

Pasal72 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah 
Kabupaten Kapuas 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 10 Oktober 2005 

H KABUPAlEN KAPUAS .... ~"="=====P-

LEMB.ARAN DAERAH KABJPATEN KARJAS 
TAHUN 2005 NOMOR • 04 

gal 10 Oktober 2005 

KAPUAS 

- ~L-

UDINALI 

Tel ah mel ewati batas waktu 14 ( em pat betas) h ah Kl arifikasi Gubemu r Kali man tan Ten gah 
(Surat Bupati Kapuas Nomor 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal 
Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas) 
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LAMPIRANI PERAlURAN DAERAH KABUPAlEN KAPUAS 
NOMOR • 4 TAHUN 2005 
T ANGGAL 1 0OKTOBER2005 

I. SPESIFIKASI BLANGKO KARTU KELUARGA. 

1 Ri=lh i'ln Ri=lkl I IArrliri rli=!ri · 
a. Bahan dasar 
b. Komposisi Pulp 
c. Tanda Pengaman 
d. Gramatur 
e. Tebal 
f. Pemendaran dibavvah UV 
g Ketahanan sobek minimum 
h. Kehalusan 
i. Porosity 
j De raj at putih 
k PH 

2. Desain Cetakan Blanko. 

Kertas seku riti. 
Dibuat dari 100 % Chemical Wood. 
Watermark, Burung Garuda, Kontinyu 
96 ±4 qsm 
110- 120 pm 
Tidak memendar (UV dull quality) 
705mN 
150 ml min 
450 ml min 
75- 78 %. 
5,5 

a. Bentuk persegi panjang melipat/tertutup dengan ukuran • 
1) Tertutup/melipat 1148,5mm x 215 mm 
2) Terbuka 297 mm x215 mm 

b. Warna Dasar Biru Gradasi. 

3. Komposisi dan bentuk blanko Kartu Kelu arga (KK) adalah sebagaiman a tercantum 
di bawah ini • 

a T ampak depan /Cover. 
1) Area Ju dul. 

Pada bagian alas sebelah ujung kiri terdapat "NOMOR SERI BLANKO" 
Di bawah Nomor Seri Blanko terdapat tulisan "KARTU KELUARGA" 

2) Area Logo/Gambar. 
Bagian tengah terdapat Logo/Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia 
"Burung Garuda Pancasila" 

b. T ampak Dalam / isi. 
1) Area Ju dul. 

Pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU KELUARGA" 
Di bawah tulisan "Kartu Keluarga terdapat "NO MOR KARTU KELUARGA" 
Di bawah Nomor Kartu Keluarga terdapat "Nama dan Alamat Kepala 
Keluarga" 
Di bawah nama dan alamat Kepala Keluarga terdapat Elemen Data 
Di bawah Elemen Data terdapat "Tanggal Pengeluaran" dan 
"Penandatangan" 

2) Area Logo Gambar. 
Pada bagian atas sebeslas kanan terdapat Logo Negara Kesatuan Republik 
Indonesia "Bu rung Garuda Pancasila" 
T erdapat G am bar Kepu lauan In don esi a di dalam Bola Dun ia. 

c. T ampak Belakang Cover. 
1) Area Logo/Gambar. 

Bagian Tengah terdapat Logo/Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia 
"Burung Garuda Pancasila" 

2) Area Pengamanan 
Kertas memiliki sekuriti tanda air logo Garuda Pancasila kontinyu 



- Dasar relief Logo Garuda Pancasila, Teks "Republik Indonesia", Teks 
KARTU KELUARGA" dibuat melingkar dan gambar "Kepulauan Indonesia" 
dibentuk oleh garis-garis "guilloche line width modulation". 

- Nomor Seri dibagian depan (Cover) dan Lambang "BURUNG GARUDA 
PANCASILA" dibagian dalam yang berwama hitang akan memendar 
keh ijauan di bawah sin ar ultraviolet 

- Cetakan dasar halaman dalam sensitif terhadap penghapus, 
- Anti copy desain berupa teks "COPY" 

d. Elemen Data. 

Baris Pertama 
Baris Kedua 
Baris Ketiga 

Baris Keempat 

Baris Kelima 

Baris Keenam 

Baris Ketuj uh 

Baris Kedelapan 
Baris Kesembilan 
Baris Kesepuluh 
Baris Kesebelas 

Baris Keduabelas 

lsi Kolom. 

Kolom Pertama 
Kolom Kedua Kolom 
Ketiga Kolom 
Keempat Kolom 
Kelima Kolom 
Keenam Kolom 
Ketujuh Kolom 
Kedelapan Kolom 
Kesembilan Kolom 
Kesepuluh Kolom 
Kesebelas Kolom 
Keduabelas Kolom 
Ketigabelas Kolom 
Keempatbelas Kolom 
Kelimabelas Kolom 
Keenambelas 

• Judul Kartu Keluarga • 
Nomor Kartu Keluarga 
Nama Kepala Keluarga 
- Kecamatan. 

. - Alamat. 
- Kabupaten / Kota. 
- RT /RW. 
- KodePos . 

. - Kelurhan / Desa. 
- Propinsi 

. - T gl dikel uarkan. 
- Kepala Keluarga. 
- Camat/ Lurah / Ka. Desa 

• Lembar ke I Kepala Keluarga · 
Lembar ke II RT.• Lembar ke Ill 
Kelurahan / Desa. • - Lembar ke 
IV Kecamatan. 
- Nama Kepala Keluarga 
- Nama Camat / Kepala Kelurahan / Desa . 

. - 'Tanda Tangan/Cap Jempol" 
NIP Pejabat Kecamatan/Kepala Kelurahan/ 

Desa. 

NomorUrut. 
Nama Lengkap 
NIK/NI KS*). 
Jenis Kelamin. 
T em pat Lah ir 
Tanggal Lahir 
Agama. 
Pendidikan. 
Pekerjaan. 
Status Perkawinan. 
Status Hubungan dalam Keluarga. 
Kewarganegaraan 
Nomor Paspor 
Nomor KIT AS/ KIT AP. 
Ayah 
lbu. 

Catalan • *) NIKS atau Nomor lnduk Kependudukan Sementara diberikan apabibla 
dalam penerbitan KK belum memperoleh NIK yang dikeluarkan oleh 
SIAK. 

4. Contoh bentuk sebagaimana lampiran II A Peraturan Daerah ini 



II. SPESiFIKASI BLANGKO KARlU TANDA PENDUDUK. 

1. Bahan Dasar 
a. Komposisi bahan 
b. Density 
c. Tickness Tolerance 
d. Vi cat Softening Point 

( 1 kgli n oi I/as stacked samples) 
e. Vi cat Softening Point 

( 1 kg/in oi I/as stacked samples) 
f. Tensile Yield Streni:ith (MD) 
9 Elongation at Yield (MD) 
h. Elongation at Yield (MD) 
i. Elongation at break (MD) 
j- Impact Test 
k Elongation at Impact 
I. Water absorption 
m . Laminasi 

2. Desain Cetakan Blanko. 

a. Bentuk dan u ku ran • 
1) Bentuk 
2) Ukuran 

b. Warna Dasar. 

1) KTPWNI 
2) KTPWNA 

PlastikPVC 
1005 homopolymer 
1,38% ±0,01 glcm3 

200 <300 

83 + 2·c 
76±2° C 
42 ± 3 N/ mm2 

5• 1 % 
38±3N/mm2 

> 100% 
>550Kj/m 
10 ±2mm2 

0,05±0,01 % 
Plastik PVC transparan 

Persegi panjang 
54 mmx86mm. 

Biru Gradasi. 
Kuning Gold. 

3. Komposisi dan bentuk blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebagaimana 
tercantum di bawah ini. 

a. Tampak Depan Muka. 
1) Area Judul 

Pada bagian atas terdapattulisan "KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK 
INDONESIA" untuk Warga Negara Indonesia dan "KARTU TANDA 
PENDUDUK WARGA NEGARA ASING" untuk Orang Asing 
Terdapat nomor Seri Blanko "Kartu Tanda Penduduk" 
Terdapat Sanksi / Peringatan 

2) Area Logo/Gambar 
- Pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat lambang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia "BURUNG GARUDA PANCASILA" 
- Terdapat Peta Kepulauan Indonesia 

3) Area Chip 
Untuk KTP memakai chip, penempatan chip berada pada sebelah kiri Peta 
Indonesia 

b. Tampak Belakang 
1) Area Judul. 

- Pada bagian atas terdapat tulisan "Provinsi" dan "Kabupaten / Kota" 
Di bawah tulisan "Provinsi" dan "Kabupaten / Kota" terdapat elemen data 
Pada bagian tengah sebelah elemen data terdapat Foto Pemegang KTP. 
Di bawah Elem en Data disebelah kanan terdapat Tanda Tangan Pejabat 
yang berweang atau yang ditu nj uk dan sebel ah kiri tan da tan gan atau sidi jari 
Pemegang KTP. 
Untuk KTP memakai Barcode, penempatan barcode berada diantara tanda 
tangan 

2) Area Logo Gambar. 
T erdapat Gambar Peta Kepu lauan Indonesia di dalam Bola Du nia 



3) Area Elemen Data. 
Elemen Data yang tertulis untuk masing.masing jenis KTP • 

KTPWNI. 

Baris Pertama 
Baris Kedua 
Baris Ketiga 
Baris Keempat 
Baris Kelima 
Baris Keenam 
Baris Ketuju h 
Baris Kedelapan 
Baris Kesembilan 
Baris Kesepuluh 
Baris Kesebelas 
Baris Keduabelas 
Baris Ketigabelas 

Baris Keempatbelas 
Baris Keenambelas 

KTPWNA. 

Baris Pertama 
Baris Kedua 
Baris Ketiga dan keempat 
Baris Kelima 
Baris Keenam 
Baris Ketujuh 
Baris Kedelapan 
Baris Kesembilan 
Baris Kesepuluh 
Baris Kesebelas 
Baris Keduabelas 

Baris Ketigabelas 
Baris Keempatbelas dan 
Baris Keenambelas 

Baris Kempatbelas 

• NIK/NIKS') 
• Nama. 
• TempatfTgl Lahir. 
• Jenis Kelamin dan Golongan Darah 
• Alamat 
•RT/ RW dan Kelurahan. 
• Kecamatan dan Kabupaten / Kota. 
• Agama dan Status Perkawinan. 
• Pekerjaan 
• Berlaku hingga 
• Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP. 
• an. Bupati / Walikota. 
• Cam at ( atatu petu gas lain nya yan gmen dapat 
pendelegasian kewenangan oleh Bupati / 
Walikota. 

• Nama Pejabat yang menandatangani KTP. 
• Tandatangan I Cap Jempol Pemegang KTP. 

•NIK. 
• Name. 
• Place/ Date of Birth. 
• Nationality / Sex 
• Passpor Number. 
• KIT AP Number. 
• KIT AP Validity 
• Addres. 
• RT/RW dan Kelu rah an. 
• Kecamatan dan Kabupaten / Kota. 
• KTP Validity dan tempat dan 
tanggal dikeluarkan KTP. 

• For Regent/Mayor. 
• Chief o Population 
• and Civil Registration Office (Sebelah Kanan) 

• Signature of bearer (Sebelah Kiri) 

Catatan • ') NIKS atau Nomor lnduk Kependudukan Sementara diberikan 
apabila dalam penerbitan KTP belum memperoleh NIK yang 
dikeluarkan oleh SIAK. 

c. Sistem Pengaman 

1) Motif dasar relief teks "KARTU T ANDA PENDUDUK" peta KEPULAUAN 
INDONESIA" dan gambar bola dunia dibentuk dari garis-garis Guilloche line 
width modulation". 

2) Logo Bu rung Garuda Pan casi la dengan ti nta tak tampak akan me men dar ku ni ng 
di bawah sin ar ultraviolet 

3) Warn a Hijau pada Kepulauan Indonesia akan nampak memendar kekuning­
kuningan dibawah sinar ultraviolet. 

4) Garis merah putih dengan tulisan mikro mini "REPUBLIKINDONESIA" kalau 
dilhat dengan kaca lope (pembesar) 

5) Anti copy desain berupa teks "COPY" 
6) Filter image dengan gambar logo "Garuda Pancasila" yang jika dibalik teru lis 

-KTP-RI". 



d. Bahasa• 

1) Tulisan yang terdapat pada blanko KTP WNI menggunakan bahasa Indonesia. 
2) Tulisan yang terdapat pada blanko KTP WNA menggunakan bahasa lnggris, 

kecuali judul KTP pada halaman depan dengan menggunakan bahasa Indonesia 
dan lnggris 

4. Contoh Bentuk sebagaimana Lampiran 11 B Peraturan Daerah ini. 

Ill. SPESIFIKASI BLANGKO BUKU REGISTERAKTA CATATAN SIPIL. 
1. Bahan Baku terdiri dari. 

a Kertas 
b. Gramatur 

2 Desain CetakBuku Register, 
a Bentuk dan ukuran • 

1) Berbentu k Buku dengan u ku ran 
2) I si per Buku 

3) Jumlah halaman. 
a) Register Akta Kelahiran • 
b) Register Akta Perkawinan • 
c) Register Akta Perce rai an • 
d) Register Akta Kematian • 
e) Register Akta Pengakuanan 
Anak 

b Desain. 

HVS (woodfee paper) 
100 gram/ m2 

22,7 cm x 30,5 cm (9" x 12") 
50 lembar. 

1 halaman. 
2 halaman 
1 halaman 
1 halaman 

1 halaman 

1) Menggunakan desain sekurity berupa Relief Text bertuliskan Catatan Sipil 
Republik Indonesia dan Ornamen Gelombang Parabol dan Hiperbol menjadi satu 
kesatuan yang disebut bagian Relief. Disamping itu ditengah terdapat ReliefText 
Gradasi, Relief Background ini merupakan gar is gelombang yang tidak terputus, 
dan mempunyai ketebalan garis sampai 0,03 mm. 

2) Ditengah Register Akta terdapat Line Raster yang membentuk logo Garuda. 

c. Warna Dasar. 
Tiap macam Register Akta Catata Sipil mempunyai warna yang berbeda.beda • 

1)- 'Register Akta Kelahiran Biru muda 
2). Register Akta Perkawinan Merah muda 
3). Register Akta Perceraian Ungu muda 
4). Register Akta Kematian Abu-abu muda. 
5). Register Akta Pengakuan Anak Hijau muda 

d. Penjilidan 

Setiap 50 lembar Reg'Mer Akta Catatan Sipil dijilid menjadi satu kesatuan. 

3. Komposisi dan bentuk blanko adalah ssebagaimana tercantum dibawah ini. 

a. Cover Buku T ampak De pan Mu ka. 

Area Judul 
- Cover, sesuai warna Akta, dengan sebaran lambang garuda 
- Pada bagian tengah atas terdapat tulisan "PENCAT AT AN SIPIL" 
- Di bahwa tulisan PENCAT ATAN SIPIL terdapat tulisan "STBLD" (ST AA TSBLAD) 
- Di bawah tulisan STBLD pada area tengah terdapat dua garis sejajar dan 

terdapat tulisan "DAFTR PENCATATAN AKTA " 
( sesuai dengan jenis kata ). 

Pada bagian bawah sebelah kananterdapat tulisan 'T AHUN .. 



b. Lembar Buku Register Akta T ampak Depan 

- Pad a bag ia n atas se bel ah ka nan te rd a pat "N om or ...... " ( nomor 
register cetakan. 
Pada bagian alas tengah terdapat tulisan "AKT A ....... " ( sesuai dengan jenis 
akta) 
Di bawah tulisan AKT A ........................... terdapat tuliasan 'WARGA NEGARA 

Di bawah tuliasan WARGA NEGARA ............................ Sebelah kiri terdapat 
tulisan "Nomor " (nomor register pencatatan) dan 
dibawahnya terdapat tulisan "NIK .. 
Sejajar dengan tulisan Nomor disebelah kanan terdapat tulisan "Stbld .. 
Redaksi pada setiap Lem bar Register Akata sesuai dengan jenis Akta 
Pada bagian bawah sebelah kiri arah kanan secara berturut-turut terdapat tulisan 
"Tanda Tangan Saksi Pertama, Tanda Tangan Pelapor, Tanda Tangan Saksi 
Kedua dan Kepala ........... (unit organisasi yang menangani catatan sipil) 
Saksi dimaksud d apat juga diartikan adanya surat keterangan dari orang yang 
menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dal am hal anak yang proses 
kelahirannya tidak diketahui/tidak diketahui orang tuanya, maka saksi didasarkan 
pada keterangan orang yang menemukannya 

4. Contoh Bentuk sebagaimana Lampiran II C Peraturan Daerah ini. 

IV. SPESIFIKASI BLANGKO KUTIPANAKTACATATAN SIPIL. 

1. Bahan Baku terdiri dari 
a. Kertas Kertas watermark berlambang Garuda 

Pancasila. 
120-135 gram/ m2 

b. Gramatur 
c. T anda Pengaman 

1) Kertas sekurity mempunyai wartermark gambar garuda tersebar. 
2) Tidak memendar (UV dull quality) sinar UV. 
3) Terdapat fiber (serat pengaman) yang memantulkan dua warna biru dan hijau 

dan hanya dapat dilihat dengan sinar Ultra Violet (UV) 
4) Terdapat gambar Garuda Pancasila 

2. Desain Cetakan Blangko a 
Bentuk dan ukuran • 

1) Berbentu k continuous torm. 
2) Ukuran blanko Kutipan Akta 

b Cetakan dan Warna Dasar. 

29,7 cm x21 cm (11,7"x 8,2") 

1) Dicetak dengan mesin khusus Continuous Form 6 (enam) warna. Ditengah­
tengah Kutipan Akta terdapat cetakan lambang Garuda dengan menggunakan 
tin ta securiti (invisible ink) dan bisa dilihat dengan menggunakan lampu ultra 
violet (UV) Ditengah-tengah Kutipan Akta bagian atas dibubuhi lambang garuda 
yang dicetak dengan menggunakan halogram 

2) Setiap Kutipan Akta dibuat warna khusus • 
a) Akta Kelahiran, dasar biru muda dan 2 (dua) warna bingkai biru muda dan 

hijau muda. b) Akta Perkawinan, dasar mer ah muda dan 2 (dua) warn a 
bingkai merah muda 

dan ungu muda. c). Akta Perceraian, dasar ungu muda dan 2 (dua) warna 
bingkai ungu muda 

dan biru muda. d) Akta Kematian, dasar abu-abu muda dan 2 (dua) 
warna bingkai abu-abu 

muda dan merah muda. e) Akta Pengakuan Anak, dasar hijau muda dan 
2 (dua) warna bingkai hijau 

muda dan merah muda 



c. Desain. 

1) Menggunakan Desain Sekurity, berupa Relief Text bertuliskan Catatan Sipil 
Republik Indonesia dan ornamen bergelombang parabol dan hiperbol Disamping 
itu ditengah terdapat Relief Text Gradasi. Relief Background ini merupakan garis 
gelombang yang tidak terputus dan mempunyai ketebalan garis sampai dengan 
0,Q3mm. 

2) Ditengah Kutipan Akta terdapat Line Raster yang membentuk logo Garuda dan 
bingkai berupa Guiloche 2 (dua) warna, garis yang sambung menyambung 
mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai 
ketebalan garis sampai 0,003 mm. 

3) Komposisi dan Bentuk Blangko Kutipan Akta Catatan Sipil adalah sebagaimana 
tercantum di bawah ini 

d. T ampak Depan / Muka 

Area Judul 

- Pada bagian kiri atas terdapat tulisan "Nomor lnduk Kependudukan" 

- Pada bagian kanan atas terdapat tulisan "No. Reks • ...... " ( Nomor Register 
cetakan balnko) 

- Pada bagian tengah atas terdapat hologram lambang garuda 
- Di bawah hologram lam bang garuda terdapat tulisan "PENCAT ATAN SI PIL" 
- Di bawah tulisan PENCAT AT AN SI Pl Lterdapat tulisan 

"WARGANEGARA 
- Di bawah tulisan WARGANEGARA terdapat tulisan "KUTI PAN AKT A" 
(sesuai dengan jenis akta) 

- Redaksi/lsi pada setiap Kutipan Akata ......... sesuai dengan jenis Akta. 
- Pada bagian bawah sebelah kanan terdapat tulisan "Kuti pan ini dikuelarkan. " 
dan dibawah nya terdapat tul isan "Pad a tanggal " 

Di bawah tulisan pada tanggal ......... terdapat tulisan "Kepala "(unit 
organisasi yang menangani catatan sipil) 

Bahan. 

Semua tulisan yang terdapat pada blanko Kutipan Akta Catatan Sipil menggunakan 
Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggras 

3. Contoh Bentuk sebagaimana Lampiran 11 D Peraturan Daerah ini. 

V. PENGADAAN, PENCETAKAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN BLANGKO. 

1. Pengadaan blanko dilakukan Dinas sesuai dengan spesifikasi blangko, dilakukan 
menurut periode waktu tertentu, seusai kebutuhan dan diberi kode pengaman 
pengeluaran serta dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

2 Pencetakan blangko dilakukan oleh Perusahaan Percetakan yang tel ah mempunyai 
berkualifikasi ljin Pencetakan Dokumen security sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Pengisisan elemen data pada blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku 
Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat 
lunak Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

4. Dinas menyelenggarakan pembukaan pengadaan / pencetakan dan penggunaan 
blangko setiap bu Ian, menyu sun dan menyiapkan laporan Bupati mengenai has ii 
pembukuana tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kelimantan 
Tengah 



5. Laporan yang disiapkan sebagaimana dimaksud angka 4 meliputi 

a Nama dan alamat Perusahaan Pencetakan yang melakukan pencetakan blangko 
b. Jumlah blangko yang diadakan / dicetak. 
c. Jumlah dokumen yang diterbitkan. 
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